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DEMI‘KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tartentu pada
mzkat pertama dalam sidang maielis telah menjatubkan putusan perkara ceraj gugat
SHESg

Zriyanti binti Arsyad, umur 34 tahun, agama lslam, pekeraan Karyawan Swasta,
. tempat tinggal di Lingkungan Rasa Lewi RT.015 RW. 005 Kelurshan

Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai Penggugat,
memberi kuasa insidentil kepada Julianti binti Arsyad, umur 21 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan, alamat R1.015 Rw.005 Kelurahan Jatibaru
Kecamatan Asakota Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Fenggugat;

melawan

’ =usli bin A, Hasyim, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta
(Pedagang), tempat tinggal semulan di Jin. Rajawali Ill / Mo, 05 BTH
Selagalas Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kotamadya
Mataram - NTB , sekarang tidak diketahul lagi alamatnya (ghaib)
sebagal Tergugat;

==ngadilan Agama tersebut ;
T=izh mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
T=izh mendengar Ketarangan Penggugat serta para saks! di muka sid ang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohanannya tanggal 17 Maret 2018

=i=h mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0386/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 17

Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut

. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantos Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 548 / 24 [ XII / 2002 tanggal 17 Desember
2002) ;

2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jatibaru

Kecamatan Asakota Kota Bima selama 2 hari kemudian pindah dan

bertempat tinggal dirumah kontrakan di Surabaya - Jawa Timur selama 8
tahun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang
.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak
cernama ; Muhammad Firgiawan (L} umur 13 tahun ;

Bahwa, kurang lebih sejak April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

2. Selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak menjamin nafkah
i=hir batin Penggugat;

b. Tergugat tidak menghargai Penggugat, karena suka mencacimaki

"z=nagqugat dengan kata-kata kasar dan kotar yang menyakitkan hati

Sengggugat ;
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Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat lersebut teradi kurang lebih pada Juli 2010 yang akibatnya
Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
Selama tu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi

hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh

' keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinzh, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak

* tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesailkan

permmasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
Serdasarkan  alasanfdalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

“=n~gadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

me=niztuhkan putusan yang amarnya berbunyi
—alam Petitum
L Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2 Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Rusli bin A. Hasyim)

Terhadap Penggugat (Srivanti binti Arsyad);
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3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. SUBSIDAIR
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap
==bagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang
’ rslaas panggilannya Nomor 0396/FPdt.G/2016/PA.Bm tanggal 26 April 2016 dan
22 Mei 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan
Z=n ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

mcak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

s=mohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara in| tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Z==ng menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
s=iznutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
===acugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; .
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
—=ngsiukan alat-alat bukti berupa :
£ Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemchon | Nomor :
5272035608810002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Zima tanggal 16 Desember 2014. Bukti surat telah diben meterai
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cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang termyata sesual. Oleh
Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomaor ; 548 /24 [ XII f 2002, tanggal 17
Desember 2002 wyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, bukti surat telah diberi meterai
cu;nup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh
Ketua Majelis diber kode (P.2);

= Saksi
1. Nama Yusuf bin Hasan Umur 85 tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani,
Tempat Kediaman di Rti5 Rw 05 Kelurahan Jatibaru Kecamatan
Asagkota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai
tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan
weterangan sebagai berikut :
* - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

bertetangga ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
berengkar;

- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah |ashir maupun  batin
Penggugat dan tergugat suka mencaci maki penggugat dengan kata-

kata kasar dan kotor;
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===w= “=soouce Can Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 6
=== =ur ca=n Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
S=twe= === e==cian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati

U= === o= ksluarga namun tidak berhasil ;

- &= T===0 oes M. said Umur 50 tahun,Agama Islam, Pekerjaan
—Si==r Suam=t Tangga, Tempat Kediaman di Rt.15 Rw.05 Kelurahan
~=Sars Macamatzn Asakota Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia
TETC=es s=0a0a Dy kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu

= Z=w=n sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

S=h== szksl kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
SEEEooTE |

==mw= Fenggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah:
==~w= s=t=lah menikah Penggugat dengan Tergugat telah
SE=o== 1 (s3tu) orang anak :

==twz s3ksi 12hu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering

IETEe s

;

T=gugst tdak menjamin nafkah lahir maupun  batin
==ngpog=t dan tergugat yang suka mencaci maki Penggugat dengan
SE=<== k=sar dan kotor dan sudsah tidak diketahui lagi alamatnya

Ss=ures wiavah repbulik Indonesia Ghaib);

==nogugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 6

{1

=hun can Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
S=rwes == k==dian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh

=== == k=lu=rg= namun tidak berhasil ;
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Sefanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
==t galam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
=t Pesmrsan ini ;

PERTIMEANGAN HUKLUM

W=Aimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
=o=rsimans terurai di atas;

W=nimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
= pets toak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu
Ifi=x T==Dabkan oleh suatu halangan yang sah;

ll=imbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

i I=mr zkan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
=wmonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

We=nimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
Si=_r#=n =apa hadimya Tergugat (verstek);

Me=imbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (1) R.Bg
==L um=an yang dijatubkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
SE===me=rg Derdasarkan hukum dan beralasan;

w=mmiang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat

== s=nc=ecean glat bukdi surat P.1, P.2 serta 2 {dua) orang saksi;
we=nrmo=ng, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
st s=n0an bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya
E= ===ro3n saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti
mws “=gpucst adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi

Smmoc« s=og berdomisilibertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan
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=z=m=2 Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan
s=-=gaimana yang dimaksud oleh Undang-undang MNomor 1 tahun 1974
==ng perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini
=—==uk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud
se=n Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)
-mzang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

== diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan

== cengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

\Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
SioisTxan dengan bukdi P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya
=r szksisaksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan
T=ougzt adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut
‘== u=n Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
== Smmsksud cleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1874 jo Pasal 2
== 1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1)
SoemiEsl Hukum Islam;

\l=n"mbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
S®w= ==tz Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
S=mmesmesr=n disebabkan Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak
m=m=mwn nafah lahir batin Penggugat dan Tergugat tidak menghargai

—=moooo= kzeena suka mencaci maki penggiugat dengan kata-kata kasar dan

== =g menyakitkan hati Penggugat dan puncaknya pada Juli 2010,

-

=== ==- pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
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WEswmt=rg Dehwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya
mem==—swe=s Fanggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga
S=mmmee= —ec=s= menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya
sur—s Sk cznat dipertahankan lagi;

W=miang. bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
e memDerian jawaban karena tidak hadir di persidangan:

MemimSang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut
“=mgougat t=iah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya
== me=moenkan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan
S======r ==Dagaimana yang didalilkan cleh Penggugat, keterangan mana
ST=E s=ew y2ng satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling
‘S=m==wmec s=hingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi

===t s=ca0s formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan

ESee= == DU vang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Wiemmo=ng. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,
TEmE ==n Sfi=mwean fakia-fakta yang menunjukan adanya kerstakan rumah
Eenm= === Peooougat dan Tergugat sebagal berikut -

& Z==m= —enksh dengan Penggugat, Tergugat tidak menjamin nafkah
= === o=k menghargai Penggugat, karena suka mencacimaki

SSemm—uee ceccan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati

inkan terjadi perr
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakia tersebut diatas, maka patut
diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinat
mawaddsh dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-
undang MNowor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum |slam sudah tidak
dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim
berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak
dapat dipertahankan lagi;

. Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk
mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan unfuk didamaikan
agi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah
stzu untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisinan dan pertengkaran
#alam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan
3 persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi.

maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kandisi rumah tangga keduanya

~=nar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;
Menimbang, bahwa ikatan pernikahan ftidak hanya terbatas pada
~ubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin
sty jwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari

l s=hagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT Q5. Ar Rum Ayat 21

y2ng artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu  istri-isti  dari jenismu sendid, supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pacda
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Disclaimer

= s=meme fu benasrbsnar lerdapat landa-fanda bagi

Suemmies spmo Sodsksn iseng melainkan suatu upaya untuk

o= =roos ssinsh mawaddah, warahmah dan bahkan lebih

@ =m S D= mesitk bessesn lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami

= =u= s=oa c=cs =ropianya kehammonisan dan apabila ikatan jiwea

== =.=— =0 Doozh 3= =isu sudsh tidak ada lagi, maka sebenamya
=0 =r=na swcen r=puh g2n sudah tidak rukun lagi;

ll=wo=rg. o=rwe s=Dsgal bukti rumah tangga kedua belah pihak

wes Se=s mcs l=o kstsn bathinfikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah
g acici Juli 2 010
We==—smen tetwes upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga,
=== c=n masis hakim sendin selama proses persidangan tidak
pwar m==l == cengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan
—=-c==kas Teroucat ifu juga pertanda bahwa ikatan bathinfikatan
B s= oiek sucsh lemah sekali;
. Mecseen tetws oonjau dan segi  penyelesaian masalah maka
mesmesse szhe-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan
e Tesgsksn persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah
= ==c Josksakan untuk dipertahankan, malah justru akan
s=—oex mecatmudharat yang lebih besar,
= == Pzesl 32 gyat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
sow=n t=hws Cunfuk melakukan perceraian harus ada -::ﬁkup

== su= =27 fu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”
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Disclaimer

= Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomar 9 tahun 1975 jo Pasal

“ 72 huruf (b dan f) Kempilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan
w=luarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki
—maang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukurm Islam, namun kondisi
~man tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-
oinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa
==rceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang
==rkepanjangan dan menghindar timbulnya mudharat vang lebih besar lagi
<=3 kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik)
#=n7 termuat dalam Kitab Figh As Sunnah Juz Il halaman 290 yang berbunyi,
==0ya  'Maka apabifa gugatan isteri telah pasti dan penderntaan ister

menyebabkan ia lidak mampu memikulnys dan Hakim tidak dapat
mendamsikan suarmi ister maka Hakim diperkenankan menjatufkan
Thalak bain Suami terhadap Ister”

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan
=i-s3unya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu
“=mg=t=ngahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Figh Islam
=—=z=mana yang fterdapal dalam kitab Ghayatul Marom sebagai

T
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Disclaimer

==meE  S=oceng isin mempunyai hak untuk menggugat kepada  Pengadilan
== m=nc==kan lerhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat
===t difinya.

Wemimizang, bahwa Mejelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat
== === =rzchut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil allh pendapat
=== —= =0 pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut:

Mesimbang, bahwa oleh karena dalildalil yang disampaikan oleh
S=eomuce t=i2h terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak
S==—=rg=n dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk
=== cengzan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan
=== It zy=! (Z) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f)
=== Pe=mennizh Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

wemrmzang, bahwa berdasarkan Pasal B4 Undang-undang Nomor 7
&= =5 Teniang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima
Smes=ees onfuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat
WeE Sm=c= Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai
Semm== Wik=n i tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

W=nmiang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
TEmE S=r—===rwan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983
T S==cian Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
‘Wmmes . =mwe 2005, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomar 50

U= Ti=y= perkara hamus dibebankan kepada Penggugat;
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Mesoro= s==—w= pssal dalam peraturan perundang-undangan dan

=ng terc=t=n dengan perkara ini;
MENGADILI

WEmyE==an T=rougst yang telah dipanggil secara resmi dan patut  untuk

S Ticen, Gidsk hadir

= Wesc=calengucatan Penggugat secara verstek;

~ Wememeses =lzkosaty Ba'in Sughro Tergugat  {Rusli bin A Hasyim)
T=—=c=c Peocougat (Sryanti binti Arsyad);

= W=—=mi=tesn Sanisra Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan
Emes pumsan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Se=—== Wi=n (FPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat
== Sm= onuk dicaist perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan

e =
=—=rw=r k=o=c= Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

=227 000 - (empat ratus satu ribu rupiah).

J=—w=n dowtosesn dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
= == =0 Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi, bertepatan
B =i = Twomadl Awal 1437 Hiriah, oleh kami Mulyadi, S.Ag
@ Se== Wm=i= 220 Drs. Rustam dan Drs, Agus Mubarok masing-
=== —=ar Anggots, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
‘==ue= ook umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
—==rm Anooota dan dibantu oleh Dra. Nurhayati sebagai
= === onadin oleh Kuasa Penggugat tanpa hadimya
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